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Abstrak 
 
Latar belakang penelitian ini menjelaskan tentang kekerasan terhadap 
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, Fakta yang 
terjadi di dalam masyarakat tindak pidana juga bukan cuma dilakukan oleh 
orang dewasa saja melainkan juga anak-anak, namun demikian mengingat 
pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukumnya 
dilaksanakan secara khusus yaitu dengan Undang-Undang Peradilan Pidana 
Anak 
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Ajaran 
Pembuktian Didalam Hukum Pidana (2) Bagaimana Pemeriksaan Alat Bukti 
Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Slw (3) Mengetahui 
Bagaimana Analisa Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus-
Anak/2017/Pn Slw. 
Jenis penelitian adalah Penelitian Kepustakaan ( library research ), 
pendekatan yang di gunakan Pendekatan Normatif, teknik pengumpulan 
datanya melalui Studi Kepustakaan, dan di analisi dengan penelitian kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Teori dan ajaran tentang 
pembuktian terdiri atas Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim, Pembuktian 
Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis, Pembuktian menurut 
undang-undang secara positif, Pembuktian menurut undang-undang secara 
negative. Dan alat bukti didalam pemeriksaan perkara sekurang kurangnya dua 
alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi surat dan keterangana terdakwa 
sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
 
Kata Kunci : Tindak pidana, Pembuktian, Anak 
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Abstract 
 
The background of this research explains about violence against 
children which results in misery or suffering. The facts that occur in the 
community are not only committed by adults but also children, but considering 
the perpetrators of crimes are still under age, the enforcement process the law 
is specifically implemented by the Child Criminal Justice Law 
This study aims (1) To Know How The Doctrine of Proof in Criminal 
Law (2) How to Check Evidence in Case Number 11 / Pid. .Sus-Anak / 2017 / 
Pn Slw. 
This type of research is the library research (library research), the 
approach used is the Normative Approach, data collection techniques through 
library studies, and analyzed with qualitative research. 
The results of this study indicate that the theory and teachings on 
proof consist of Proof According to the Judge's Belief, Proof Based on Judge's 
Belief on Logical Reasons, Proof according to the law positively, Proof 
according to the law negatively. And evidence in the examination of cases at 
least two valid evidences, namely witness statements and statements of the 
accused so that they are in accordance with the provisions of article 184 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. 
 
Keywords : Crime, Proof, Child 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam 
 
Undang-undang Dasar 1945 merupakan negara hukum. Negara hukum 
 
menghendaki agar hukum ditegakkan, dalam artian hukum harus dihormati 
 
dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum Indonesia 
 
bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan 
 
kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sering kali 
 
ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat tercederai dengan 
 
pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Fakta yang terjadi di dalam 
 
masyarakat pelanggaran terhadap norma-norma hukum bukan saja 
 
dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat juga dilakukan oleh anak-anak 
 
yang biasa di sebut ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) atau anak di 
 
hadapkan dengan permasalahan melakukan tindak pidana.
1 
seperti 
 
contohnya siswa SMK ISLAMIYAH ADIWERNA yang melakukan 
 
pengeroyokan terhadap siswa SMK N 2 SLAWI pada hari rabu 15 
 
november 2017 di tiga tempat yaitu Ds. Jombang, Ds. Mulyoharjo, depan 
 
perum RA kartini, siswa SMK ISLAMIYAH membawa senjata tajam dan 
 
salah satu dari siswa SMK N 2 SLAWI mengalami luka senjata tajam, 
 
beberapa siswa SMK N 2 SLAWI ada yang lari ke perumahan warga, dan 
 
ada yang lolos, bahkan ada yang diamankan oleh satpol PP, dan bahkan 
 
1
La Ode Muhammad Karim, Analisa Hukum Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-
Anak/2015/Pn.Bau Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Oleh 
Anak,Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, Hlm 1. 
 
 
1
2 
 
 
 
 
 
salah satu korban ada yang mengalami luka berat sehingga di baawa ke 
 
RSUD DR SOESELO SLAWI. Fenomena kekerasan terhadap anak (baik 
 
anak sebagai pelaku maupun korban) cenderung meningkat di buktikan 
 
dengan data kekerasan terhadap anak. KPAI mencatat di tahun 2017 
 
terdapat 4.579 kasus dan di tahun 2018 tercatat ada 4.885 kasus dari angka 
 
tersebut menunjukan angka kekerasan terhadap anak meningkat sebanyak 
 
306 kasus dalam 1 (satu) tahun.
2 
Kekerasan adalah setiap perbuatan 
 
terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
 
secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman 
 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
 
secara melawan hukum.
3 
Kekerasan tersebut dapat terjadi pada anak, baik 
 
anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Anak sebagai korban 
 
tindak pidana yang selanjutnya di sebut dengan Anak Korban adalah anak 
 
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
 
fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
 
pidana.
4 
Sedangkan Anak sebagai pelaku adalah anak yang telah berumur 
 
12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di 
 
duga melakukan tindak pidana.
5 
 
 
 
 
 
 
2
Ery Chandra, Angka Kekerasan Terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, Ada 
Pertambahan Sekitar 300 Kasus, Jumat, Januari 2019, 22:16 
3 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hlm 5. 
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, hlm 3 
5
Ibid, Hlm 3
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Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif 
 
yang berlaku di indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan 
 
perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih 
 
dibawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara 
 
khusus yaitu dengan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak namun 
 
demikian mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses 
 
penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus dengan memperhatikan 
 
hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap hak hak anak sebenarnya 
 
sudah dijamin permerintah Indonesia dalam perundang - undangan. 
 
Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, 
 
baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional 
 
maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah 
 
yang telah mengatur tentang hak - hak anak ndonesia, diantaranya:
6 
 
a. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
 
b. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
 
Pidana Anak 
 
c. Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – 
 
Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
 
Perlunya perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana 
 
didasari oleh prinsip kedua dari Deklarasi Hak-Hak Anak (Declaration of 
 
the Rights of theChild), yang lengkapnya berbunyi:“The child enjoy special 
 
protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other 
 
 
 
6 
Ibid Hlm 4.
4 
 
 
 
 
 
means, to enable him to develop physically,morally, spriritually, and 
 
socially in a healty and normal menner inconditions freedom and dignity. In 
 
the enactment of the laws for this purpose the best interest of the child shall 
 
be the paramountconsideration. Pernyataan tersebut mengandung makna, 
 
anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 
 
kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 
 
mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritualan 
 
kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan 
 
harkatnya, penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas 
 
diri anak harus merupakan pertimbangan utama. 
7 
Begitu juga dalam proses 
 
peradilanpidana anak harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan 
 
Hak hak anak yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 
Dalam Pasal 2 menyebutkan 
 
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkanasas: 
 
a. pelindungan; 
 
b. keadilan; 
 
c. nondiskriminasi; 
 
d. kepentingan terbaik bagi Anak; 
 
e. penghargaan terhadap pendapat Anak; 
 
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 
 
 
 
7 
Endangsutrisno, Yondri, Kebijakan Perlindungan Hukumterhadap Anak Pelaku Tindak 
Pidana,Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, Hlm 1.
5 
 
 
 
 
 
g. pembinaan dan pembimbingan Anak; 
 
h. proporsional; 
 
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai 
 
upaya terakhir; dan 
 
j. penghindaran pembalasan.
8 
 
Selanjutnya Pasal 3 mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan 
 
pidana, yaitu : 
 
 
a. diperlakukan secara manusiawi dengan 
 
 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 
 
 
b. dipisahkan dengan orang dewasa 
 
 
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 
 
 
efektif; 
 
 
d. melakukan kegiatan rekreasional; 
 
 
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 
 
 
lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan 
 
 
derajat dan martabatnya; 
 
 
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
 
 
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali 
 
 
 
8
Ibid , Hlm 5.
6 
 
 
 
 
 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling 
 
 
singkat; 
 
 
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang 
 
 
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang 
 
 
tertutup untuk umum; 
 
 
i. tidak dipublikasikan identitasnya; 
 
 
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang 
 
 
yang dipercaya oleh Anak; 
 
 
k. memperoleh advokasi sosial; 
 
 
l. memperoleh kehidupan pribadi; 
 
 
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 
 
 
n. memperoleh pendidikan; 
 
 
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 
 
 
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 
 
 
peraturan perundang-undangan.
9 
 
 
 
 
 
 
 
9
Ibid, Hlm 6.
7 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana Ajaran Pembuktian Didalam Hukum Pidana ? 
 
2. Bagaimana Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus- 
 
Anak/2017/Pn Slw ? 
 
3. Bagaimana Analisa Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Nomor 
 
11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Slw ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Ajaran Pembuktian Didalam Hukum Pidana. 
 
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Perkara 
 
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Slw. 
 
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisa Terhadap Pembuktian Dalam 
 
Perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Slw. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat teoritis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif 
 
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya 
 
hukum pidana terkait dengan hukum perlindungan anak 
 
2. Manfaat praktis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya penegak hukum 
 
pada tingkat pengadilan yang baik akan menurunkaan angka tindak pidana 
 
kekerasan terhadap anak dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan 
 
peraturan Undang-Undang yang ada. 
 
E. Tinjauan Pustaka
8 
 
 
 
 
 
Setelah Penulis mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada tiga 
 
jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penellitian yang Penulis lakukan 
 
sebagai berikut : 
 
 
Pertama, Anzar G. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
 
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM 
 
PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT 
 
GOWA TAHUN 2014 – 2017)”10 Tujuan penelitian yang diharapkan 
 
penulis ialah Pertama, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum 
 
terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat 
 
penyidikan. Kedua, untuk mengetahui peran penyidik dalam perlindungan 
 
hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di 
 
Kepolisian Resort Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. 
 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 
 
reseacrh (studi kepustakaan) dan interview (wawancara). Dianalisis secara 
 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap Anak 
 
pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud 
 
melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik) 
 
yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor 
 
pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana 
 
dalam proses penyidikan. Selanjutnya, Ada 3 faktor yang menjadi kendala 
 
dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, 
 
residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian 
 
10 
Anzar G, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017.
9 
 
 
 
 
 
pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau 
 
korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, 
 
diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak 
 
menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika 
 
para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya 
 
daerah hukum Kepolisian Resort Gowa. 
 
Kedua, Mahmudin Kobandaha “PERLINDUNGAN HUKUM 
 
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH 
 
TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA“11 Kekerasan 
 
dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang 
 
abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan 
 
tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, 
 
ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan 
 
anak dalam lingkungan keluarga. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 
 
menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan 
 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar 
 
setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 
 
kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 
 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik 
 
berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua 
 
semata-mata demi kepentingan anak. Anak sebagai bagian dari generasi 
 
muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal 
 
11 
Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Vol. 23 No. 8 Januari 2017.
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sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang- 
 
Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak 
 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- 
 
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 
 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi 
 
anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: 
 
pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan 
 
pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan 
 
kesehatan; upaya rehabilitasi. 
 
Ketiga, Agung Satriadi Putra, I Gusti Ketut Ariawan 
 
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 
 
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI 
 
POLDA BALI)”12 Saat ini kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
 
anak sedang marak terjadi. Oleh karena itu diperlukannya suatu 
 
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban, serta 
 
perlu diketahuinya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 
 
perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah 
 
jenis penelitian empiris yakni suatu metode dengan melakukan observasi 
 
atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran 
 
yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian 
 
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
 
 
12 
Agung Satriadi Putra, I Gusti Ketut Ariawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali,2017, Hal 1.
11 
 
 
 
 
 
tindak pidana kekerasan seksual belum terealisasikan dengan baik, 
 
dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak 
 
kepolisian, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas 
 
yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap 
 
perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal. Sedangkan 
 
kasus yang saya angkat mengenai “ ANALISA PEMBUKTIAN 
 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG 
 
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN 
 
PENGADILAN NOMOR 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Slw dengan 
 
menggunakan jenis penelitian library research, pendekatan yang digunakan 
 
pendekatan normatif, kemudian sumber data dalam penelitian ini 
 
menggunakan hukum normatif dan data yang digunakan adalah data 
 
sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
 
metode studi kepustakaan, metode analisis data yang digunakan berupa 
 
penelitian kualitatif, 
 
F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis penelitian 
 
Penelitian di lakukan dengan menggunakan penelitian secara 
 
normatif dan penelitian secara empiris. Penelitian secara normatif, yaitu 
 
penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari 
 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan 
 
permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, 
 
dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang kaitanya dengan
12 
 
 
 
 
 
permasalahan yang di teliti. Penelitian empiris, yaitu penelitian yang di 
 
lakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, 
 
terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan 
 
informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.
13 
 
2. Pendekatan penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
 
pendekatan Normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara Normatif 
 
( boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku )
14 
dan hukum 
 
Normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni 
 
menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang- 
 
undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat 
 
para sarjana.
15 
 
3. Jenis dan Sumber data 
 
Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa 
 
data sekunder, yang terdiri dari : 
 
a) Bahan Hukum Primer 
 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
 
autoritatif berupa peraturan perundang-undangan : 
 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
 
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 
 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
 
13 
Peter Mahmud Marzuki,Metode Penelitian dan Pencari Kebenaran (Prenada 
Madia,Jakarta 2005),hlm 8 
14 
Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, 2019, Hal 3. 
15
Buku Panduan Skripsi Fakultas Hukum, 2019, Hal 3
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c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
 
Anak. 
 
b) Bahan Hukum Sekunder 
 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat 
 
hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, dan hasil 
 
penelitian. 
 
4. Metode pengumpulan data 
 
Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan kegiatan 
 
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 
 
menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- 
 
buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber- 
 
sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat 
 
memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan 
 
dengan penelitiannya. 
 
5. Metode analisis data 
 
Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian 
 
kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 
 
menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan 
 
dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti 
 
kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. 
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
 
 
Sistematika penulisan proposal tersebut terdiri dari 4 bagian bab 
 
sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu :
14 
 
 
 
 
 
A. Bab I Pendahuluan 
 
Bab I menguraikan tentang : Latar belakang, Rumusan masalah, 
 
Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan penelitian , Metode 
 
penelitian, Sistematika penulisan, Daftar Pustaka. 
 
B. Bab II Tinjauan pustaka Bab II menguraikan tentang : 
 
Tinjauan tentang aturan pembuktian didalam hukum pidana, Tinjauan 
 
tentang pemeriksaan alat bukti dalam perkara nomor 11/Pid.sus- 
 
anak/2017Pn Slw, Tinjauan tentang Analisa Terhadap Pembuktian Dalam 
 
Perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Slw. 
 
C. Bab III Hasil penelitian dan pembahasan 
 
Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang ajaran 
 
pembuktian didalam hukum pidana, dan pemeriksaan alat bukti dalam 
 
perkara Nomor 11/Pid.sus-anak/2017/Pn Slw, serta Analisa Terhadap 
 
Pembuktian Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/201/Pn Slw. 
 
D. Bab VI Penutup 
 
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dan mengenai 
 
penelitian ini.
 
 
 
 
 
BAB II 
 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tentang Tindak Pidana 
 
 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
 
 
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit, di dalam KUHP tanpa memberikan 
 
sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan 
 
perkataan strafbaar feit. Pengertian feit itu sendiri dalam bahasa Belanda 
 
berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat 
 
dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut strafbaar 
 
feit berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.
16 
Walaupun 
 
istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan 
 
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. 
 
Menurut Adam Chazawi (2002: 70) mengemukakan 
 
“Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai 
 
delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 
 
(tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana 
 
dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. 
 
Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
 
 
 
 
 
16 
Aris Wahyudi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 
Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang 
Nomor 304/Pid.Sus/2014/Pn.Smg ),2018, Hlm 14. 
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perbuatan. Delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
 
dikenakan hukuman (pidana).” 
 
 
Pengertian tindak pidana/ delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan 
 
oleh Adam Chazawi (2002: 72-73) sebagai berikut: 
 
 
a. Menurut Hakim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 
 
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). 
 
b. Moeljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah 
 
suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
 
perundang-undangan. 
 
Istilah strafbaarfeit kemudian diterjemahkan kedalam bahasa 
 
Indonesia oleh Rusli Effendy (1986: 2) delik adalah perbuatan yang 
 
oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang 
 
melanggar larangan tersebut”.17 
 
2. Unsur-unsur Tidak Pidana 
 
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana terdapat 
 
berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada 
 
umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
 
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 
 
 
 
 
 
 
17 
Http://Birt 
 
Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pengertian Tindak Pidana, Diakses Dari 
hdaysparty.Co/, Pada Tanggal November 14, 2011, Pukul 15.00 
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atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
 
perbuatan lain yang tidak dilarang.
18 
 
Menurut doktrin, unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur 
 
objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut : 
 
a. Unsur Subjektif 
 
Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
 
Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada 
 
kesalahan “ (An act does not make a person quilty unless the mind is quilty 
 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) 
 
dan kealpaan (negligence or schuld. Pada umumnya para pakar telah 
 
menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni : 
 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
 
2) Kesengajaa dengan keinsafan pasti (opzet als 
 
zekerheidsbewustzijn); 
 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
 
evantualis). 
 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
 
Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni : 
 
1) Tak berhati-hati 
 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
 
 
 
18 
Muh. Chaidir Ali Basir, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang 
Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan Barang Dimuka Umum (Studi Kasus 
Putusan No.144/Pid.B/2016/Pn.Sgn) 2017, Hlm 9
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b. Unsur Objektif 
 
 
Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
 
atas : 
 
1) Perbuatan Manusia, berupa : 
 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
19 
 
b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
 
 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
 
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan 
 
sebagainya. 
 
 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
 
Pada umunya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan 
 
dengan larangan atau perintah. semua unsur delik tersebut merupakan satu 
 
 
 
19 
Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, 2008, Hlm 9.
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kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa 
 
dibebaskan pengadilan. 
20 
 
 
3. Klasifikasi Tindak Pidana 
 
 
a. Tahap Penyelidikan 
 
 
Tahap awal seorang penyidik melaksanakan tugasnya dan memiliki 
 
koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan 
 
bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan untuk 
 
menemukan suatu peristiwa kejadian tindak pidana. 
 
 
b. Tahap Penyidikan 
 
 
Tahap penyidikantugasnya sangat sulit dan membutuhkan tanggung 
 
jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian 
 
proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi 
 
tahap proses peradilan selanjutnya, dalam penyidikan tugasnya untuk 
 
menemukan Barang Bukti dan Alat Bukti. 
 
 
c. Tahap Penuntutan 
 
 
Tahap setelah penyidikan yang berwenang dalam penuntutan 
 
adalah penuntut umum, dan yang menentukan suatu perkara hasil 
 
penyidikan, apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke 
 
Pengadilan Negeri untuk diadili. 
 
 
 
 
20 
Ibid,Hlm 10.
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d. Tahap Pemeriksaan Pengadilan 
 
 
Dalam tahapan ini perkara pidana telah dilakukan penuntutan, 
 
maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk 
 
selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan 
 
Negeri 
 
 
e. Tahap pemasyarakatan 
 
 
Tahap terakhir tempat untuk melakukan pembinaan nara pidana 
 
yang telah di vonis di pengadilan. 
 
 
B. Pembuktian 
 
 
1. Pengertian Pembuktian 
 
 
Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 
 
pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana 
 
adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang 
 
dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk 
 
meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya 
 
kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian 
 
dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang 
 
ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan 
 
kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, 
 
sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan ( dengan alat-alat
21 
 
 
 
 
 
bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP ) 
 
maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.
21 
 
 
2. Macam – Macam Alat Bukti 
 
 
Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dijelaskan Pada 
 
Pasal 184 Mengenai Alat Bukti yaitu sebagai berikut : 
 
 
 
a. Keterangan saksi 
 
 
 
Keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
 
perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 
 
KUHAP). Pengertian keterangan saksi terdapat pada pasal 1 angka 27 
 
KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
 
dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
 
pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
 
nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika 
 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus 
 
diterangkan dalam sidang adalah : a) apa yang saksi lihat sendiri; b) apa 
 
yang saksi dengar sendiri c) apa yang saksi alami sendiri Keterangan saksi 
 
di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. 
 
 
 
21
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, Djakarta, 
2015.
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Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk 
 
memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang 
 
diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim 
 
wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 
 
KUHAP). 
 
 
b. Keterangan Ahli 
 
 
Pada Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah 
 
keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian xxxiv 
 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 
 
pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda dengan 
 
keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang 
 
seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan 
 
ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai 
 
apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah 
 
mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan 
 
pengambilan kesimpulan mengenai halhal tersebut (Andi Hamzah, 2001 : 
 
269). Sesuai keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi 
 
bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi 
 
juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang 
 
tanpa pendidikan khusus. Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan 
 
keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” 
 
(Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang 
 
pengadilan sebagai alat bukti “ surat”. Apabila keterangan diberikan pada
23 
 
 
 
 
 
waktu pemerikaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan 
 
dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu 
 
ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai 
 
alat bukti surat. Contoh yang paling baik mengenai kedua hal tersebut diatas 
 
adalah visum et repertum yang dibuat oleh seorang dokter. 
 
 
c. Surat 
 
 
Pada Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 
 
184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, 
 
adalah: - berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
 
pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan xxxv tentang 
 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri - 
 
surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau 
 
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana 
 
yang menjadi tanggung jawabnya - surat keterangan dari seorang ahli yang 
 
membuat pendapat berdasarkan keahliannya - surat lain yang hanya dapat 
 
berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
 
d. Petunjuk 
 
 
Pada Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah 
 
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara 
 
yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
 
Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud
24 
 
 
 
 
 
dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau 
 
keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 
 
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif 
 
dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. 
 
Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi 
 
sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. 
 
 
e. Keterangan Terdakwa 
 
 
Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang 
 
dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan 
 
terdakwa adalah apa yang terdakwa xxxvi nyatakan di depan sidang 
 
pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui 
 
sendiri atau ia alami sendiri. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur 
 
dalam pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat 
 
digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh 
 
alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan 
 
keterangannya, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena 
 
keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh 
 
menyangkal segala tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan 
 
terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu
25 
 
 
 
 
 
penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat 
 
dijadikan alat bukti.
22 
 
 
3. Sistem Pembuktian 
 
 
Sistem atau Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana : 
 
 
 
a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata 
 
(Conviction Intime / Conviction Raisonce) 
 
 
 
Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa 
 
terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada 
 
penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa 
 
atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan 
 
hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat 
 
bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, 
 
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti 
 
tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan 
 
bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif 
 
sekali.
23 
Sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonce asasnya 
 
identik dengan sistem conviction intime. Lebih lanjut, pada sistem 
 
pembuktian conviction raisonce keyakinan hakim tetap memegang peran 
 
 
 
22 
Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak 
Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia, 2008, Hlm 15. 
 
23 
Kompasian Beyond Blogging, Hukum Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana, Diakses 
Dari Https://Www.Kompasiana.Com/Rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/Hukum-
Pembuktian-Pada-Hukum-Acara-Pidana?Page=All, Pada 14 Mei Pukul 08.17.
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penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan 
 
keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian bahwa 
 
keyakinan hakim “ dibatasi “ dengan harus didukung oleh “ alasan – alasna 
 
jelas dan rasional “ dalam mengambil keputusan. Apabila kita 
 
perbandingkan lebih lanjut, sebenarnya sistem pembuktian conviction 
 
raisonce bangun teorinya hampir mirip dengan sistem pembuktian 
 
berdasarkan Undang – Undang secara negatif ( negatief wettelijke bewijs 
 
theorie ) terhadap aspek ini maka Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. secara detail 
 
menyebutkan bahwa : 
 
 
 
“ sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang 
 
berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini 
 
terpeah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut 
 
diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas 
 
alasan yang logis (conviction raisonce) dan yang kedua 
 
ialah teori pembuktian berdasarkan Undang – Undang 
 
secara negatif (negatief wettelijke bewjis theorie). 
 
Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama 
 
berdasarkan atas keyakinan hakim artinya terdakwa tidak 
 
mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa 
 
ia bersalah. Perbedaanya ialah bahwa yang tersebut 
 
pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi 
 
keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan 
 
(conclusie) yang logis yang tidak didasarkan kepada
27 
 
 
 
 
 
kepada Undang – Undang, tetapi ketentuan – ketentuan 
 
menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut 
 
pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang 
 
mana yang akan ia pergunakan. Sedangkan yang kedua 
 
berpangkal tolak pada aturan – aturan pembuktian yang 
 
ditetapkan secara limitatif oleh Undang – Undang, tetapi 
 
hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat 
 
disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang 
 
pertama pangkal. Tolaknya pda keyakinan hakim, 
 
sedangkan yang kedua pada ketentuan Undang – Undang 
 
kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu 
 
konklusi yang tidak didasarkan Undang – Undang, 
 
sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan 
 
Undang – Undang yang disebut secara limitatif “. 24 
 
 
 
b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan 
 
Yang Logis (Conviction In Raisone) 
 
 
 
Pada sistem Conviction-Raisonee , keyakinan hakim tetap memegang 
 
peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, 
 
pada sistem ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem 
 
pembuktian Conviction in Time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa 
 
batas maka pada sistem Conviction-Raisonee, keyakinan hakim harus 
 
24 
Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putuan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, 
Penyusunan, dan Permasalahannya. 2007. Hlm 11-12.
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didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim harus mendasarkan 
 
putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan 
 
(reasoning). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat 
 
diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan 
 
alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 
 
Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena 
 
hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs 
 
bewijstheorie).
25 
 
 
 
c. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 
 
(Positief Wettelijke Bewijs Theorie). 
 
 
 
Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat 
 
bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. 
 
Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti 
 
mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, 
 
kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti 
 
atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut 
 
digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan 
 
terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak 
 
bersalah. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. 
 
Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut 
 
oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono 
 
 
25 
Kompasian Beyond Blogging, op.cit.
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Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim 
 
dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada 
 
keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim 
 
yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan 
 
keyakinan masyarakat. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan 
 
berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh 
 
nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat 
 
bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang 
 
dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini 
 
digunakan dalam hukum acara perdata. 
 
 
 
d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 
 
Wettelijke Bewijs Theorie) 
 
 
 
Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
 
negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap 
 
terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang- 
 
undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap 
 
eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah 
 
terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik 
 
Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut 
 
undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut 
 
undang-undang secara negatif ( negatief wettelijke bewujs theorie) terdapat 
 
unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur
30 
 
 
 
 
 
keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam 
 
menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, 
 
haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat 
 
bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 " Hakim tidak boleh 
 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- 
 
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
 
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
 
melakukannya". 
 
 
 
Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal 
 
yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan 
 
terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat 
 
bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya 
 
menyampingkan standar Beyond a reasonable doubt (patokan penerapan 
 
standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang di 
 
jatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang. 
 
 
 
Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian 
 
merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat 
 
secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya 
 
dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang 
 
didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban 
 
merupakan hal yang sangat penting, di mana korban adalah mereka yang 
 
menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain
31 
 
 
 
 
 
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 
26 
 
 
 
Dengan peramuan ini maka substansi sistem pembuktian menurut Undang- 
 
Undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) tentulah melekat 
 
adanya-adanya : 
 
 
 
1) Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti 
 
sebagaimana limitatif ditentukan Undang-Undang, dan 
 
 
 
2) Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materiil 
 
maupun secara prosedural. 
 
 
 
Selanjutnya, perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan 
 
hakim ini melekat pula adanya unsur-unsur objektif dan subjektif dalam 
 
menentuukan terdakwa bersalah ataukah tidak. Hal ini lebih lanjut 
 
ditegaskan oleh M. YAHYA HARAHAP, S.H. sebagai berikut : 
 
 
 
“Dengan demikian sistem ini memadukan unsur-unsur objektif 
 
dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang 
 
terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur 
 
tersebut. Karna kalau slah satu unsur diantara kedua unsur itu 
 
tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian 
 
kesalahan tedakwa. Misalnya, ditinjau dari segi ketentuan cara 
 
26 
Kompasian Beyond Blogging, op.cit.
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dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, 
 
kessalahan terdakwa jelass cukup terbukti, hakim sendiri tidak 
 
yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbuki tadi. Maka, 
 
dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. 
 
Sebaliknnya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh- 
 
sungguh bersalah melakukan kejahatana yang didakwakan. 
 
Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan 
 
pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat 
 
bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hal seperti ini 
 
pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, 
 
diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung”. 27 
 
 
 
B. Tentang Anak 
 
1. Pengertian Anak 
 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 
 
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam 
 
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas. 
 
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan 
 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan 
 
diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif 
 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
 
 
27 
Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putuan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, 
Penyusunan, dan Permasalahannya. 2007. Hlm 13.
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perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa 
 
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
 
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku 
 
atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana 
 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
 
terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 
Pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam 
 
Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah 
 
sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa 
 
anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usiannya dan 
 
sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat 
 
mudah terkena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli 
 
Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan belum 
 
dewasa serta belum kawin. Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia 
 
dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Seorang anak melakukan 
 
tindak pidana disebabkan beberapa faktor, diantaranya adanya dampak 
 
negatif dari arus globalisasi, komunikasi, dan informasi, kemajuan ilmu 
 
pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa 
 
perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh perkembanagan 
 
teknologi sangat dirasakan sekali tidak hanya kaum intelektual dan dewasa, 
 
melainkan juga anak-anak. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang
34 
 
 
 
 
 
ada.
28
Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan 
 
pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan Per Undang – Undangan yang 
 
berkaitan dengan kepentingan anak, masing – masing memberikan 
 
pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkanya peraturan Per Undang – 
 
Undangan tersebut. Berdasarkan konvensi Hak-hak Anak yang disetujui 
 
oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 20 
 
November 1989, Bagian 1 Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 
 
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
 
Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud Anak adalah seseorang 
 
yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih 
 
dalam kandungan. Jadi batasan usia anak menurut Undang – Undang yang 
 
berlaku di Indonesia adalah anak sejak dalam kandungan ( sebelum 
 
dilahirkan ) hingga berusia 18 tahun kurang 1 hari. 
29 
 
Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar 
 
norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia 
 
remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi 
 
semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang 
 
dilakukan oleh remaja. Ada banyak faktor-faktor penyebab kenakalan 
 
remaja jaman sekarang. Diantaranya ada Faktor Internal dan eksternal. 
 
Faktor Internal yakni dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Kebanyakan 
 
28 
Jaka Prastia, Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak 
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Skt), 2018, 
Hlm 1 
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Dr. Awi Muliadi Wijaya, MKM, Batasaan Usia Anak Dan Pembagian Kelompok Umur 
Anak, Diakses Dari, https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-
kesehata/helath-programs/263-batasaan-usia-anak-daan-pembagian-kelompok-umur-anak, Pada 5 
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faktor internal ini meliputi orang tua yang broken home, kurang perhatian 
 
dan kasih sayang dari orang tua . Sehingga itu menjadi alasan anak nakal 
 
karena untuk mendapatkan perhatian dari orang tua . Banyaknya kasus- 
 
kasus kenakalan remaja saat ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat. 
 
Kebanyakan masyarakat saat ini acuh terhadap kasus-kasus kenakalan yang 
 
dilakukan remaja saat ini. Kurangnya kepedulian sosial dan tingkat 
 
individual yang tinggi membuat seseorang acuh terhadap lingkungan 
 
sekitar. Sedangkan Faktor Eksternal yakni bisa dari lingkungan, sosial 
 
pergaulan, teknologi yang semakin maju dan budaya. Orang tua sudah 
 
seharusnya lebih selektif untuk dapat membedakan mana yang positif dan 
 
mana yang negatif untuk perkembangan anaknya. Dengan sapa anaknya 
 
bergaul, dimana tempat anaknya main, dan apa saja yang dilakukan anak 
 
bersama temannya. Itu orang tua harus tahu karena itu sangat penting untuk 
 
perkembangan sang anak.30 
 
2. Perlindungan Anak 
 
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 
 
fisik, mental,dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 
 
keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak 
 
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
 
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya 
 
30 
Dela Lutfi, Faktor-Faktor Kenakalan Remaja Jaman Now, Di Akses Dari 
https://www.kompasiana.com/delalutfi/59d9cd87f1929705f5689a52/faktor-faktor- 
kenakalan-remaja-jaman-now, Pada 18 Oktober 2017 Pukul 11.35
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dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan 
 
jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 
31 
Perlindungan anak dapat 
 
dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) perlindungan anak yang bersifat 
 
yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan 
 
dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non 
 
yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, 
 
bidang pendidikan. 
 
Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak / remaja oleh prayuana pusat 
 
tanggal 30 mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak 
 
yaitu: 
 
a. segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 
 
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
 
mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan 
 
kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang 
 
sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya, 
 
b. segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh 
 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan 
 
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, 
 
tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan 
 
 
 
 
 
 
31 
Dr. Maidin Gultom, S.H., M.H., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 2013, Hlm 33
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kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal 
 
mungkin.” 32 
 
3. Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak 
 
Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan 
 
masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan 
 
masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah menjadi pemerosotan 
 
fungsi lembaga kontrol sosial, pada gilirannya mengakibatkan seseorang 
 
berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah 
 
satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada 
 
tiap bentuk masyaraka, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. 
 
Begitu juga dengan kenakalan anak merupakan salah satu bentuk perilaku 
 
menyimpang yang tiada terlepas daari masyarakat. Kenakalan anak 
 
merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari 
 
kehidupan atau keteraturan soaial yang dapat menimbulkan ketegangan 
 
individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman 
 
bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 
 
Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan 
 
yang harmonis antara orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung 
 
dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogyanya ada 4 
 
(empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang 
 
tua dengan anak, yaitu : 
 
a. Pengawasan Melekat 
 
 
 
32 
Ibid, Hlm 34.
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Pengawasan Melekat terjadi melalui perantaraan keyakinan anak 
 
terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha 
 
penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan 
 
erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri 
 
anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang 
 
tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak 
 
dikehendaki. 
 
b. Pengawasan Tidak Langsung 
 
Pengawasan Tidak Langsung melalui penanaman keyakinan 
 
pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak 
 
melukai atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan 
 
anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan 
 
orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat 
 
menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak paa 
 
orang tua dan keluarga. 
 
c. Pengawasan Langsung 
 
Pengawasan Langsung lebih menekankan pada larangan dan 
 
pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang 
 
penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang 
 
tua tidak ada dirumah maupun pada saat anak diluar rumah, cara 
 
memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan 
 
jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak 
 
diluar rumah.
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d. Pemuasaan Kebutuhan, 
 
Pemuasan Kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua 
 
dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, 
 
dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun 
 
dimasyarakat luas.
33 
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BAB III 
 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Ajaran Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana 
 
Pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat 
 
bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) 
 
KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai 
 
pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan 
 
tentang arti dari pembuktian. Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli 
 
Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung 
 
maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, 
 
sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. 
 
Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian adalah bahwa benar suatu 
 
peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
 
melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya. M. Yahya 
 
Harahap Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 
 
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian 
 
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 
 
undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
 
yang didakwakan.
34 
 
 
Sumber-sumber hukum pembuktian dalam hukum acara pidana adalah: 
 
 
34
Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, Hlm 1. 
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a. Undang-Undang 
 
b. Doktrin atau ajaran 
 
c. Yurisprudensi 
 
 
Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum 
 
acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada khususnya, 
 
aspek“pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan 
 
kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di 
 
dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, 
 
tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala 
 
tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila 
 
pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 
 
pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan 
 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan 
 
lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila 
 
pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
 
tindak pidana.
35
Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara 
 
pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, 
 
sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang 
 
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, 
 
menolak dan menilai suatu pembuktian. 
 
 
 
 
 
35
K Sari, Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, 2014, Hlm 17.
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Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian 
 
dalam hukum acara, yaitu: 
 
1. Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction-in Time) 
 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah 
 
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian 
 
keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian 
 
kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan 
 
menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem 
 
ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alatalat 
 
bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil 
 
pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung 
 
menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 
 
Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat 
 
saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas 
 
dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. 
 
Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah 
 
atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah 
 
cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang 
 
menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. 
 
Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga 
 
sulit diawasi. 
 
2. Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis 
 
(Conviction-Raisonee)
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Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap 
 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
 
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim 
 
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran 
 
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction- 
 
raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasanalasan yang 
 
jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang 
 
terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan 
 
juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). 
 
Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang 
 
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori 
 
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas 
 
untuk menyebut alasanalasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).
36 
 
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke 
 
stelsel) 
 
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat- 
 
alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan 
 
salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat- 
 
alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian 
 
menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan 
 
terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim 
 
yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. 
 
 
 
36 
Ibid, Hlm 18.
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Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman 
 
berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, 
 
semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi 
 
diatas kewenangan Undang-Undang yang berlandaskan asas seorang 
 
terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan 
 
kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti 
 
yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian 
 
formal (foemele bewijstheorie). 
 
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 
 
wettelijke stelsel) 
 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
 
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang 
 
secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 
 
conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif 
 
dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang 
 
paling dominan diantara kedua unsur tersebut.
37
Terdakwa dapat 
 
dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya 
 
dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah 
 
menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu 
 
“dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, 
 
berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, 
 
 
 
 
 
37
K Sari,Op.Cit, Hlm 19.
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terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang 
 
terdakwa, yaitu: 
 
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat 
 
bukti yang sah menurut undang-undang; 
 
b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan 
 
alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
 
B. Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus- 
 
Anak/2017/Pn.Slw. 
 
 
Secara singkat alur Proses Persidangan Pidana adalah sebagai berikut: 
 
 
1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara 
 
tertentu dinyatakan tertutup untuk umum); 
 
 
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan 
 
terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas 
 
 
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya : 
 
 
a. Nama Lengkap : TRIYO REZI WIBOWO Bin 
 
SUGIARTO 
 
Tempat Lahir 
 
Umur/Tanggal Lahir 
 
Jenis Kelamin 
 
Kebangsaan 
 
Tempat Tinggal 
: Tegal 
 
: 15 Tahun / 02 Januari 2002 
 
: Laki-lai 
 
: Indonesia 
 
: Desa Balapulang Wetan RT. 05/1 
 
Kec. Balapulang Kab. Tegal.
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Agama 
 
Pekerjaan 
 
Pendidikan 
: Islam 
 
: - 
 
: Pelajar 
 
b. Nama Lengkap : MUHAMAD ANDRI KUSDIANTO Bin 
 
KUSTANTO 
 
Tempat Lahir : Tegal 
 
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 25 Oktober 2000 
 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
 
Kebangsaan : Imdonesia 
 
Tempat Tinggal : Jl. Mangga Desa Lebagowah RT. 01/05 Kec. 
 
Lebaksiu Kab. Tegal. 
 
Agama : Islam 
 
Pekerjaan : Pelajar 
 
Pendidikan : - 
 
 
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk 
 
diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan). 
 
 
5. Terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum dari LBH Posbakum yang 
 
berkantor di pengadilan negeri slawi. 
 
 
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, seperti perbuatan anak I dan II di 
 
atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam passal 170 ayat (1) 
 
KUHP.
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7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa tidak mengajukan keberatan 
 
/ eksepsi 
 
 
8. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU (dimulai dari saksi 
 
korban) 
 
 
Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 9 (sembilan) 
 
orang saksi, diantaranya : 
 
 
a. Amin Rais Bin Rohmani 
 
 
b. M Agus Saputra Bin Waryono 
 
 
c. Tri Wahyu Setiawan Bin Sahudi 
 
 
d. Muhamad Nur Sifa Bin Sodikin 
 
 
e. Wildan Hidayattulloh Bin Fatulloh 
 
 
f. M. Nur Jamaludin Bin Wahyudin 
 
 
g. Risqi Apriadi Bin Waskari 
 
 
h. Sahrul Amar Maulana Bin Edi Priyanto 
 
 
i. Sigit Saputro
38 
 
 
Kesemuanya menyatakan bahwa pada hari rabu tanggal 15 
 
November 2017 Pukul 14.45 wib Di Jalan Raya Dk. Jomblang Kelurahan 
 
Dukuhringin Kec. Slawi Kab. Tegal, terjadi pukulan terhadap saksi 
 
 
38
Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Slw, Hlm 17 Dari 34.
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bagian wajahnya dengan menggunakan alat, saksi tidak mengetahui siapa 
 
yang jadi pelaku pada kejadian tersebut karena pelaku berjumlah banyak 
 
dan yang saksi ketahui pelaku berasal dari Smk Islamiyah Adiwerna 
 
yang berjenis kelamin laki-laki. Saksi bersama korban hendak menuju 
 
Desa Balapulang menggunakan sepeda motor beat warna hitam Nopol : 
 
G-6284-RZ setelah di pertengahan jalan saksi dan korban berpapasan 
 
dengan rombongan Smk Islamiyah Adiwerna sebanyak kurang lebih 50 
 
(lima puluh) orang, kemudian yang turun dari motor 5(lima) orang 
 
menghampiri saksi dan korban dengan memukul menggunakan helm, 
 
tangan kosong, dan mengayunkan gear yang dikaitkan dengan sabuk 
 
karate, lalu teman-teman yang lainnya hampir memenuhi jalan sampai 
 
saksi dan korban mengendarai sepeda motor diluar aspal sebelah kiri 
 
jalan, hingga salah satu dari rombongan tersebut ada yang menendang 
 
sepeda motornya sampai terperosok ke dalam sawah. Dan mereka mulai 
 
meninggalkan saksi dan korban, saksi melihat kedua terdakwa ada dalam 
 
gerombolan tersebut. 
 
 
Namun saksi (c) menambahkan sekira pukul 15.00 Wib. 
 
Selesai mengikuti kegiatan belajar di sekolah yang bertempat di desa 
 
mulyoharjo kec. Pagerbarang kab. Tegal saksi berboncengan dengan 
 
teman-temannya menuju rumah masing-masing yang sebagian besar 
 
rumah mereka di slawi, di pertengahan jalan, tiba-tiba rombongan dari 
 
Smk Islamiyah Adiwerna kurang lebih 20 (dua puluh) orang berteriak ke 
 
arah saksi, sebagian dari teman saksi ada yang berhasil puter balik, dan
49 
 
 
 
 
 
ada yang berusaha menghindar dan melarikan diri ke rumah warga 
 
hingga dapat ditolong oleh warga sekitar. Saksi sudah berusaha 
 
melarikan diri akan tetapi teman saksi tertinggal dan sempat mengalami 
 
kekerasan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit akibat luka sabetan senjata 
 
tajam. Dalam keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan. 
 
 
Saksi (g) menambahkan sekira pukul 15.10 di tepi jalan RA. 
 
Kartini, saksi sendiri di tendang pada bagian pinggang belakang, dan 
 
saksi tidak ketahui siapa identitasnya namun saksi mengetahui mereka 
 
siswa smk islamiyah adiwerna,. Di depan perum RA kartini desa 
 
dukuhringin Pada saat itu juga saksi sedang menuju arah pulang dengan 
 
teman-temannya dari arah barat menuju timur dengan posisi saksi 
 
berbonceng – boncengan. Saksi melihat dari arah timur ada 
 
segerombolan orang yang saksi tidak ketahui mereka mengeluarkan 
 
sebilah celurit dan gear motor, serta tangan kosong. kemudia ada org yg 
 
mendekati saksi dan langsung menendang motor yang saksi naiki sampai 
 
terjatuh, sedangkan saksi berusaha untuk menghindar namun orang 
 
tersebut menendang saksi hingga mengenai bagian punggung bawah. 
 
Akan tetapi saksi tetep berlari sampai di amankan oleh Anggota Satpol 
 
PP. 
 
 
Namun saksi (e) menambahkan sekira pukul 15.30 wib 
 
tepatnya di Jl. Raya tegalandong kec. Lebaksiu kab. Tegal bahwa 
 
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap salah satu saksi diatas di 
 
mulai ketika saksi menuju dari arah utara ke selatan pelaku membonceng
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dan berpapasan dengan saksi lalu mengeluarkan celurit dari baju yang 
 
dikenakan dan di pegang menggunakan tangan kanan pelaku dan 
 
mengibaskan clurit tersebut dari atas ke bawah hingga kemudian 
 
mengenai paha kanan saksi dan pelaku langsung meninggalkan saksi 
 
sampai saksi di larikan ke RSUD dr. SOESELO Slawi guna mandapatkan 
 
perawatan. 
 
 
Demikian keterangan saksi yang telah disampaikan, bahwa 
 
para anak tidak keberatan dan membenarkannya 
 
 
9. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli 
 
 
10. Pemeriksaan terhadap terdakwa 
 
 
Menimbang bahwa di persidangan para anak memberikan keterangan 
 
sebagai berikut : 
 
 
a. Triyo Rezi Wibowo Bin Sugiarto 
 
 
b. Muhamad Andri Kusdianto Bin Kustansto 
 
 
Semuanya menyatakan bahwa Pada hari rabu tanggal 15 november 14.45 
 
wib Anak I berboncengan dengan teman-temannya yang sekitar 40 (empat 
 
puluh) orang pelajar smk islamiyah adiwerna dan termasuk di antaranya 
 
Anak II berjalan menuju Alun-Alun dengan tujuan mencari musuh, 
 
terutama Smk N 2 Slawi. Tepat di dk. Jomblang desa dukuhringin kec. 
 
Slawi kab. Tegal mereka langsung berpapasan dengan 2 (dua) orang 
 
pelajar Smk N Slawi. Anak I menutup jalan dengan tujuan agar kendaraan
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yang di kendarai korban tidak melintas dan para Anak seperti biasa 
 
melakukan pengibasan gear yang diikat dengan sabuk karate warna putih 
 
ke arah korban hingga sepeda motor korban jatuh ke sawah. Lalu para 
 
Anak dan teman-temannya memukul tangan yang sudah menggunakan 
 
barnekel ke arah wajah korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap 
 
korban dengan menggunakan helm hingga mengenai wajah saksi korban 
 
lalu meninggalkannya. 
 
 
Selanjutnya mereka beraksi lagi di depan perum griya kartini tepatnya di 
 
belakang Pemda berpapasan dengan saksi yang berboncengan dari arah 
 
barat ke timur setelah mengikuti kegiatan belajar di kampus II 
 
pagerbarang, salah satu Anak berteriak pernekkk...pernekkkk!!!! para 
 
Anak yang masing-masing mengeluarkan sebilah celurit dari balik baju 
 
yang dikenakan tersebut kearah saksi korban sedangkan teman yang lain 
 
menghalangi laju dan melempari batu ke arah saksi korban sehingga 
 
mengakibatkan saksi korbann terjatuh tengkurap dan salah satu Anak 
 
menyabetkan celurit ke arah punggung bagian bawa. Tidak lama kemudian 
 
warga berdatangan para Anak dan teman-temannya melarikan diri ke arah 
 
barat untuk mencari musuh lagi, dan pada akhirnya mereka berpapasan 
 
lagi di desa tegalandongkec. Lebaksiu kab. Tegal Anak I mendapat salah 
 
satu saksi korban dari Smk N 2 Slawi mengendarai dari arah selatan ke 
 
utara seperti biasa Aanak I mengeluarkan sebilah celurit hingga salah 
 
satunya mengenai paha kanan saksi korban dan mengalami luka, kemudian 
 
para Anak meninggalkan dan melaju kembali ke arah selatan
52 
 
 
 
 
 
11. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum 
 
 
Menyatakan bahwa anak I dan II bersalah melakukan tindak pidana 
 
“bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum” sebagaiman di atur 
 
dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan beberapa perbuatan meskipun 
 
masing-masing merupakan kejahatan, dan ada hubungan sedemikian rupa 
 
sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut menempatkan, 
 
membiarkan melakukan, meyuruh melakukan, atau serta turut melakukan 
 
kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 
 
Ayat (1) Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 
 
tahun 2002 tentang peerlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
Menjatuhkan pidana terhadap anak I dan II dengan pidana penjara masing- 
 
masing 2 (dua) bulan di potong selama anak berada di dalam tahanan dan 
 
dengan perintah supaya anak tetap berada ddi dalam tahanan. 
 
 
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos warna orange di 
 
kembalikan kepada saksi korban , 1 (satu) celana panjang warna hitam di 
 
kembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) SPM Honda beat tahun 2011, 
 
warna hitam nopol : G 6284 RZ atas nama guruh jaya bakti alamat : Ds. 
 
Karanganyar rt 05/II kec. Dukuhturi kab. Tegal. 
 
 
12. Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat hukum bahwa agar Anak I dan II di 
 
hukum seringan-ringannya karena Anak I dan II telah menyesali 
 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
53 
 
 
 
 
 
13. Replik atau Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat 
 
hukum terdakwa 
 
 
14. Duplik atau Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan 
 
penuntut umum 
 
 
15. Putusan oleh Majelis Hakim 
 
 
Menyatakan Anak I dan II telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
 
bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan 
 
di muka umum”, menjatuhkan pidana kepada Anak I dan II dengan pidana 
 
penjara masing-masing 1 (satu) bulan, membebankan biaya perkara 
 
kepada para anak masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu 
 
rupiah). 
 
 
Demikian alur proses persidangan pidana yang disarikan dan disimpulkan 
 
dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 
 
 
 
C. Analisa Pembuktian Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus- 
 
Anak/2017/Pn.Slw. 
 
1. Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori 
 
pembuktian dalam hukum acara, yaitu: 
 
a. Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction-in 
 
Time)
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b. Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang 
 
Logis (Conviction-Raisonee) 
 
c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 
 
wettelijke stelsel) 
 
d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative 
 
(negatief wettelijke stelsel).
39 
 
Hasil analilsis yang didapat tentang penerapan pada point (1) 
 
mengenai Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction-in Time) 
 
apabila di lihat di persidangan Sesuai dengan putusan pengadilan No 
 
11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Slw Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau 
 
hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya 
 
meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka 
 
terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan 
 
perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sedangkan didalam putusan 
 
pengadilan tersebut sudah memenuhi syarat setidaknya ada dua alat bukti 
 
yang sah untuk di jatuhkan pidana karena alat bukti yang di jelaskan 
 
lebih dari 2(dua). Hasil penerapan pada point (2) Pembuktian Berdasar 
 
Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction-Raisonee) 
 
apabila di lihat di persidangan Sesuai dengan putusan pengadilan No 
 
11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Slw. Hakim tidak menggunakan pembuktian 
 
ini, karena pada kenyataanya hakim telah menggunakan paling tidak 
 
adanya dua alat bukti yang sah, sedangkan pada putusan pengadilan yang 
 
 
 
39
K Sari, Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, 2014, Hlm 17.
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penulis teliti dapat dibuktikan dengan tiga alat bukti. Jadi pembuktian 
 
berdasarkan alasan yang logis tidak dapat dipakai dalam menyelesaikan 
 
perkara ini. Selanjutnya pada point (3) Pembuktian menurut undang- 
 
undang secara positif (positief wettelijke stelsel) apabila di lihat di 
 
persidangan Sesuai dengan putusan pengadilan No 11/Pid.Sus- 
 
Anak/2017/Pn.Slw. Dan yang terakhir tentang Pembuktian menurut 
 
undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel) apabila di 
 
lihat di persidangan Sesuai dengan putusan pengadilan No 11/Pid.Sus- 
 
Anak/2017/Pn.Slw. pembuktian ini yang paling tepat, karena hakim 
 
boleh menjatuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, 
 
sedangkan hasil penelitian penulis lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah. 
 
Maka hakim dapat menjatuhkan pidana pada Para anak tersebut. Sesuai 
 
dengan KUHAP Pasal 184 Ayat (1) yang menjelaskan alat bukti berupa : 
 
Keterangan Saksi, Keteranan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan 
 
Terdakwa. 
 
Hasil penelitian penulis telah memenuhi 3 (tiga) unsur dari alat 
 
bukti diatas, sehingga hakim dapat memutuskan sesuai dengan 
 
pembuktian yang sudah diatur yaitu Pembuktian menurut undang- 
 
undang secara negative (negatief wettelijke stelsel). 
 
2. Hasil analisa yang kedua sudah sesuai dengan proses persidangan sesuai 
 
Secara singkat alur Proses Persidangan Pidana Undang-Undang No. 8 
 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:
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a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara 
 
tertentu dinyatakan tertutup untuk umum); 
 
 
b. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan 
 
terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas 
 
 
c. Terdakwa ditanyakan identitasnya 
 
 
d. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk 
 
diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan). 
 
 
e. Terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum 
 
 
f. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan 
 
 
g. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa tidak mengajukan keberatan 
 
/ eksepsi 
 
 
h. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU (dimulai dari saksi 
 
korban) 
 
 
i. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli 
 
 
j. Pemeriksaan terhadap terdakwa 
 
 
k. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum 
 
 
l. Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat hukum 
 
 
m. Replik atau Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat 
 
hukum terdakwa
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n. Duplik atau Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan 
 
penuntut umum 
 
 
o. Putusan oleh Majelis Hakim 
 
 
Dalam persidangan jpu juga mendatangkan seorang saksi korban, terdakwa, 
 
serta bukti-bukti surat untuk di periksa sebagai alat bukti yang sudah di jelaskan 
 
pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.
 
 
 
 
 
BAB IV 
 
 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 
1. Teori dan ajaran tentang pembuktian terdiri atas 
 
- Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim 
 
- Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang 
 
Logis 
 
- Pembuktian menurut undang-undang secara positif 
 
- Pembuktian menurut undang-undang secara negative. 
 
2. Menyimpulkan alat bukti didalam pemeriksaan perkara sekurang 
 
kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi surat dan 
 
keterangana terdakwa sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 184 
 
ayat (1) KUHAP. 
 
3. Yang pertama, Analisa pembuktian yang sesuai dengan putusan 
 
pengadilan yang penulis peroleh adalah Pembuktian menurut 
 
undang-undang secara negative, karena didalamnya menjelaskan 
 
apabila dapat dikatakan bersalah harus ada sekurang-kurangnya 2 
 
alat bukti yang sah. Yang kedua, proses peradilan sudah sesuai 
 
dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
 
Pidana. Dalam persidangan jpu juga mendatangkan seorang saksi 
 
korban, terdakwa, serta bukti-bukti surat untuk di periksa sebagai 
 
alat bukti yang sudah di jelaskan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
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B. Saran 
 
1. Dalam pembuktian menurut keyakinan hakim, hakim harus 
 
berpedoman pada logika dan dapat di pertanggung jawabkan. Dan 
 
tetap berdasarkan pada Undang-Undang. 
 
2. Alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sedapatnya 
 
sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP 
 
3. Pembuktian dalam putusan pengadilan harus di dapat atau di 
 
peroleh sesuai dengan fakta yang ada
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